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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dewasa ini, sepeda motor merupakan salah satu moda

transportasi kebutuhan masyarakat. Adapun sepeda motor menjadi salah satu yang paling digemari oleh

sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan fakta bahwa berdasarkan data Badan Pusat

Statistik BPS , hingga tahun 2013, total populasi sepeda motor di Indonesia mencapai 84.732.652 unit. Salah

satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah skuter matic, dimana pada tahun 2016 skuter

matic adalah tipe sepeda motor yang paling laris dimana memiliki pangsa pasar sebesar 79 persen.

Permasalahan kemudian hadir ketika investigator KPPU mencium adanya praktek persiangan usaha tidak

sehat berupa penetapan harga sepeda motor matik 110-125 cc yang dilakukan dua pelaku usaha yakni

YIMM dan AHM, dimana investigator KPPU menemukan sebuah bukti komunikasi, berupa email yang

dikirimkan Presiden Direktur YIMM, Yochiro Kojima kepada beberapa internal bawahanya. Kasus ini

berakhir ketika pada tanggal 20 Februari 2017 majelis komisi memutuskan bahwa kedua pelaku usaha

tersebut terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, yakni melanggar pasal 5 Undang-undang

No. 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga. Penelitian ini membahas dua permasalahan yakni ada atau

tidaknya indikasi praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua terlapor dan apakah

putusan majelis komisi telah sesuai dengan kaidah hukum persaingan usaha di Indonesia.

<hr>

Today, motorcycles are one of the modes of transportation that become the needs of society. The motorcycle

became one of the most favored mode of transportation by some people of Indonesia. This is in line with the

fact that based on the Central Bureau of Statistics BPS data, recorded until 2013, the total population of

motorcycles in Indonesia reached 84,732,652 units. One type of motorcycle that is a favorite for consumers

is the matic scooter, where in 2016 matic scooter is the best selling type of motorcycle which has a market

share of 79 percent. The problem was then present when the KPPU investigator smelled the practice of

unfair business competition in the form of motorcycle pricing of 110 125 cc matic made by two business

actors namely YIMM and AHM, where KPPU investigators found a proof of communication, in the form of

an email sent by YIMM President Director Yochiro Kojima to some internal under him. The case ended

when on 20 February 2017 the commission assembly decided that the two business actors were proven to

conduct unfair business competition practices, namely violating Article 5 of Law no. 5 of 1999 on Pricing.

This study discusses two issues namely whether or not there are indications of unfair business competition

practices conducted by both reported and whether the decision of the commission council has been in

accordance with the rules of business competition law in Indonesia.
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